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WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk
Tanggap Darurat Bencana perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas
perlu diterbitkan kembali Peraturan Walikota
Semarang tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga untuk
Tanggap Darurat Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);




15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4829 } ;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

17.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E);

18.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
:  PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walilkota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/ Kota selain Pemerintah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kota Semarang.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan BPBD adalah badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Semarang..
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah daerah.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan. Kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang
yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka menyusun
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bencana alam adalah bencan yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oldeh alam, antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan , angin topan dan tanah longsor.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yag
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat dan teror.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengupayaan penyelamatan, serta pemulihan sarana dan
prasarana

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat
tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap
darurat berakhir.
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BAB II
JENIS DAN KRITERIA

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga termasuk dalam jenis belanja tidak langsung dan
digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 3

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat
sebagimana tersebut Pasal 2 dilaksanakan dengan kriteria sebagai
berikut:

a.

kegiatan yang bersifat tidak biasa dalam rangka pencegahan
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi
terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota
Semarang.

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya.

Pasal 4

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 digunakan untuk :

a.

A I

pencarian dan penyelamatan korban bencana;
pertolongan darurat;

evakuasi korban bencana,

kebutuhan air bersih dan sanitasi,

pangan,

sandang,

pelayanan kesehatan; dan

penampungan serta tempat hunian sementara.

BAB III
ALOKASI

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat hanya dapat dianggarkan
pada belanja SKPKD




BAB IV

TATACARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Tata cara pencairan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat
bencana dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala BPBD atau Camat setempat menyampaikan laporan kepada
Walikota tentang adanya bencana.

b. berdasarkan laporan Kepala BPBD atau Camat, Walikota membuat
pernyataan tanggap darurat bencana.

c. Kepala BPBD mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap
darurat belanja kepada PPKD selaku BUD.

d. PPKD selaku BUD setelah melakukan penelitian kelengkapan
administrasi mencairkan dana tidak terduga untuk tanggap darurat
bencana kepada Kepala BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya RKB.

e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme SPP TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
BPBD.

Pasal 7

Penatausahaan penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada
Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada BPBD.

Pasal 8

(1) Kepala BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan
terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang
dikelolanya

(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh kepala BPBD kepada PPKD dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau
surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 9

(1) Dalam hal dana siap pakai sudah tersedia pada APBD untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana menggunakan dana siap pakai

(2) Apabila dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi kebutuhan, maka menggunakan dana tidak terduga.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian
dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Semarang.

Detapkan di Semarang
pada tanggal %7  mebruari 2012

WALIKOTA SEMARANG
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Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Rebruari 2012
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA ARANG
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HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi dan
Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ‘2012 NOMOR g




